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1. TUJUAN
Pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis dalam melaksanakan penetapan status
jalan sebagaimana amanat PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 62 ayat (1) yang
ditakukan secara berkala dengan keputusan Menteri (paling singkat 5 tahun) sebagai tindak
lanjut dari penetapan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan
jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi
dalam sistem jaringan jalan primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol).

3. REFERENSI

3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.

3.2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

3.3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, tentang RTRWN.

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwistaan Nasicnal Tahun 2010 — 2025.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

3.10 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen
Pekerjaan Umum

3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012, tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

3.12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 69 Tahun 2013, tentang Rencana Induk
Kebandarudaraan Nasional.

3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
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3.15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional 2011-2030.

3.16 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan
Nasional.

3.17 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016
rev.00.

3.18 Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional (RUJPJJN).

4. DEFINISI

4.1. Jalan
Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau
air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.2. Jalan Arteri Primer (JAP)
Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.3. Jalan Kolektor Primer
Terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3
(jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
{Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.4 Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia.
(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008}

4.5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN
Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu
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atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan
sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011)

4 6. Pembinaan Jalan
Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber
daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.7. Pemerintah Daerah
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4 8. Penataan Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
{Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

4.9. Pengaturan Jalan
Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan
penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.10. Penyelenggara Jalan
Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
sesuai dengan kewenangannya.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.11. Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
jalan.
(Undang-Undang Republik indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.12. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan
perbatasan negara.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)
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4.14. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.
(Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.15. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat
RUJPJJN
Dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012)

4.16. Sistem Jaringan Jalan
Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006)

4.17. Sistem Jaringan Jalan Primer
Sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4 .18. Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.19. Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007}

5. KETENTUAN UMUM
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.1. Pasal 356
Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan

jalan.
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5.2. Pasal 357
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 356, Subdirektorat
Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk
b. Perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana Kerja tahunan,;
¢. Pelaksanaan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema
pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
d. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerjasama luar negeri;
e. Penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional; dan
f. Pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.
5.3. Pasal 358
Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan terdin atas:
a. Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
b. Seksi Sistem Jaringan.
54 Pasal 359
(1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka
panjang dan menengah serta rencana kerja tahunan, pelaksanaan pra studi
kelayakan dan studi kelayakan jalan serta indikasi skema pembiayaan
pengembangan jaringan jalan nasional.
(2) Seksi Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan
fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional serta
pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.

6. RINCIAN PROSEDUR
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7. FORMULIR
7.1. Tahapan Penyusunan Konsep Surat Keputusan Menteri tentang Perubahan
Status Jalan

( ) | ' | Analisis dan pemetaan usulan ..
Surat Direktur Pengembangan {termasuk data jalan nasional

larlngan J'alan kepada B_appeda . | Surat l.!sulan Dael_'ah {tindak | et beriass Tt
Provinsi perihal Pemutakhiran Fungsi lanjut Surat Direktur | RTRWN. Sistranas & Rencana
Jalan dan Status Jalan untuk Draft SK | Pengembangan Jaringan Jalan) 4

Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional

Menteri PUPR

Penyusunan Konsep Pembahasan Usulan Jaian dan
Revisi $K Menteri Pemuktgh:ran Revisi SK Menteri tentang
tentang Fungsi Jalan di Fungsi Jalan (.JAP dgn JKP-1) ber_sama
Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas
Perhubungan, BBPIN/BPIN, dan P2IN
(dihasilkan Berita Acara kesepakatan)

Konfirmasi kepada
Kementerian
Perhubungan c.q. Ditjen.

Perhubungan Darat lingkungan internat

Ditjen. Bina Marga

.\___ N N TSNS, __-"
| - ) '
Finalisasi Konsep : Penetapan 5K Penetapan SK Berita Acara Serah
| Revisi SK Menteri | | Menteri PU Menteri PU | Terima Aset [oleh |
tentang Fungsi | tentang Fungsi tentang Status Setditjen)
Jalan [ Jalan Jalan [

e T

7.2. Ruas Jalan yang Berubah Statusnya menjadi Jalan Nasional

No. Nama | o . | Asal Status Jalan Perubahan |
Ruas Ruas | (kgn] g [ pedBi | Kabupaten s Status Jalan | Justifikasi
Jalan | Jalan | - up | Menjadi |
1 2 ] 3 ; 4 5 |l s 7 I 8
1 ] 1 1 T
| ; I Nasional |
, |
| : Nasional !
|
| | | |
Ket:
456 o . .
)" diisi dengan panjang (km)
7.3. Ruas Jalan yang Berubah Statusnya menjadi Jalan Daerah
No. Nama Pani [ Asat Perubahan Status Jalan Menjadi |
anjang r - .
Ruas Ruas (k) Status Provin Kabupaten -— Justifikasi
Jalan | Jalan Jalan R SEUR2ON Jl55
1 2 3 4 5 5 [ 7 1 8
| | Nasional |
I : T
I ! | Nasional |
Ket:
567 oo .
Y™ diisi dengan panjang (km)
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Rekapitulasi Pemutakhiran Perubahan Status Jalan

Jalan Nasional

Pemutakhiran JAP JKP-1 JUMLAH
Panjang Jalan
Nasional (periode M (2) (@) =(1)+(2)
lerakhir)
Potensi Menjadi
Jalan Nasional (3) (4)
Potensi Menjadi (b) = (3) + (4) + (5)
Jalan Strategis - (5)
Nasional
Perubahan Jalan
Nasional menjadi (6) (7) (c) = (6) +(7)

Jalan Daerah

Rencana Panjang

%alla;n Nasional (Non | (d)=(1)+ (3)+(6) | (€)=(2)+ (4)+ (B)+ (7) () = (d) + (e)
Qi

Panj Jalan Tol

(operasional) ) - (9) = 8)

TOTAL

PEMUTAKHIRAN

PANJANG JALAN (h)y=(f) +{9)

NASIONAL

7.5. Format Surat Kesediaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah

Daerah ;
CONTOH FORMAT
LGGO KL
ATAU
PEMDA

SEKRETARIS DAERAH ..
(Alamat]
PRSNG| st

SURAT PERNYATAAN
Nemor: {somaor dan tangpal sarsi Prmda)

TENTANG
KESEDIAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (EMN}
DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Padas bari o ... .. langgal cioee. bulan . whun benempat di
P — L -~ « yung bonanduangan di bawsh ini
Nama
labapan e e T yuitg disnghs berdassckan Sursl
L e T P b SR SR P e Fa T Frorray £ L wnggal
dalam  hal ini berlindak uMuk dan atas nanA
Prxmeriniagh aung berkecudukan di
Mcmy atakan Berscdy meenerima. han Barsng Milk Negarn (BMN) dari Kemeniorian Pekerjasn

Umym dan Pcnmllhln R.l.kyll (v q Ditjen. Bina ergn), ¥airu ruas jalan yany mkan berubsh
fungsimyn tidak lagi menjadi JAP dan JKP-1 dengan nncun nbl;umnm Leriampir schoggs
ngoeg jawab ialis fisik dan admi barang shan bxmalth dan
Kementerian Peherjsan Umum dan Perumahan Rahywr L:;ndl Pemenintah . %

Dumhln kamy sampmiken surs! keserangan ins wtuk dapar digunakan schagnimans mestioya. Alas perhaiian dan

kami terima kasih

Sclreart Derak
{Provimi/ Kabspa s/ Kot
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